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R I N G K A S A N 
Tesis ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berpolitik 
Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam 
Pemilihan Umum. Masalah pokok yang dikaji adalah : (1) Mengapa TNI dan Polri 
tidak diberi hak pilih dan dipilih di dalam Pemilu?; (2) Apa konsep perlindungan 
hukum bagi TNI dan Polri dalam kebebasan berpolitik dilihat dari prinsip Hak 
Asasi Manusia? 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis 
normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, 
pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan terhadap asas-asas 
hukum.  Sumber data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. 
Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis 
normatif. 
Hasil penelitian tesis ini adalah : pertama, manifestasi kedaulatan rakyat 
terhadap hak pilih serta dipilih bagi anggota TNI dan Polri dalam Pemilu harus 
dikembalikan. Kekhawatiran tentang hak pilih serta dipilih anggota TNI dan Polri 
yang akan menyebabkan konflik  atau ketidak netralan dalam Pemilu masih belum 
mempunyai dasar yang kuat. Sebab secara historis  pada Pemilu yang pertama 
tahun 1955, anggota TNI dan Polri telah ikut berpartisipasi dalam arena politik 
dan tidak  ada sesuatu hal yang mempengaruhi demokratisasi pada masa itu.  
Dalam optik HAM dan UUD NRI Tahun 1945 bahwa hak pilih dan dipilih dalam 
Pemilu merupakan fundamental right. Hak tersebut telah dilindungi oleh 
konstitusi dan bersifat non-derogable right yang berlaku bagi seluruh warga 
negara tanpa terkecuali; kedua, anggota TNI dan Polri sebagai warga negara 
Indonesia juga sebagai pribadi mempunyai kedudukan yang sama dengan 
kalangan sipil lainnya. Jumlah personil TNI dan Polri secara sekeluruhan hanya 
sekitar 400.000, yang sangat jauh dengan penduduk Indonesia secara keseluruhan. 
Hal ini mengartikan bahwa bila hak pilih TNI dan Polri hendak diarahkan untuk 
memilih calon atau partai tertentu, maka hal tersebut tidak berpengaruh banyak 
terhadap perolehan suara; ketiga, hak pilih dan dipilih merupakan suatu hak yang 
bersifat personal dan bukan institusional. Maka dari itu, Negara mempunyai 
kewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia dan mencegah dari melanggar 
atau mengurangi hak asasi dari warga negaranya, khususnya bagi anggota TNI 
dan Polri. Kebijakan Pemerintah yang melarang anggota TNI dan Polri untuk 
memberikan hak pilih dan dipilih merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap 
warga negaranya hanya disebabkan pekerjaan dan status sosialnya. Negara wajib  
memberikan perlakuan yang sama dan adil, tanpa adanya diskriminasi terhadap 
semua warga negara. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan, bahwa pertama, 
perlu dilakukan rekonseptualisasi dan perubahan terhadap hak pilih dan dipilih 
bagi anggota TNI dan Polri. Kedua, perlunya perubahan terhadap peraturan 
perundang-undangan yang mengatur hak pilih dan dipilih bagi TNI dan Polri. 
Pertama, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 39; kedua, UU Nomor 2 
Tahun 2002 tentang Polri Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2); ketiga,  Pasal 326 UU 




S U M M A R Y 
 
The title of this thesis is Legal Protection of Political Freedom of 
Indonesian National Army and Police in the Indonesia Republic in the General 
Elections. The main problems to be studied are: (1) Why Indonesian National 
Army and Police in the Indonesia Republic are not given right to vote and  be 
elected in general elections?; (2) What’s the concept of legal protection for 
members Indonesian National Army and Police in the Indonesia Republic in 
political freedom according to Human Right protection principles?. 
The method of study use is the juridical normative method. The 
Approaching of problems use statute approach, conseptual approach,  historical 
approach and due legal principal approach. Research data source is taken from 
primary and secondary legal materials. The collected data is qualitatively 
analyzed by a normative  juridical approach.  
The result of this research are : first, manifestation of people souvereignity 
of right to vote and be elected for members of INA and PIR in general elections 
must be given it back. The worried bout right to vote and be elected for members 
of INA and PIR that will make conflict or inneutrality in general election still 
doesn’t have strong argument. Therefore in the history of first general election 
1955, the members of INA and PIR had followed in political area and there is no 
influence to the democratitation in that time. According to Human Right 
perception and the constitution of 1945 (after amandment) the right to vote and be 
elected in general elections is fundamental right. Thats right is protected by 
constitution  and it is non-derogable right occur to all indonesians without 
exception; second, the members of INA and PIRi as an Indonesians as a personal 
have same positions  with the other civilian. The total members of INA and PIR 
around 400.000, the distnce is very far than the total civil indonesians. It’s mean 
that if the right to vote of INA and PIR are coursed to vote a candidate or a party, 
that is not much influence to the result of general election; third, right to vote and 
be elected is the characterizerightof personal and not institutional. Therefore, 
State have responsibility to respect Human Right and forbid to lose a human right 
from people. The wisdom of Government to forbid  the members of INA and PIRto 
give their right to vote and be elected in general election is a discrimination to the 
people, because of job and social status. State necessary give equal treatment and 
fair, without any discriminations to the people.  
Based on the research result is recommended, that first, reconceptulitation 
and revise of right to vote and be elected for members ofINAand PIR; second, 
need revise to the law has controlled right to vote and  be elected INA and PIR, 
Law Number 34 Year 2004 about Indonesian National Army Article 39; Law 
Number 2 Year 2002 about Police in the Indonesia Republic Article 28 (1) and 
(2); Article 326 Law Number 8 Year 2012 about election the members of House 
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Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadlirat Allah SWT, atas 
berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian dan penulisan tesis yang 
berjudul ‘Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berpolitik Tentara Nasional 
Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum’ 
ini dapat terselesaikan dengan baik. 
Tesis ini menguraikan berbagai persoalan yang terkait dengan perlindungan 
hukum kebebasan berpolitik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara  
Republik Indonesia yang dalam sejarah perkembangannya terjadi pasang surut 
dalam keikutsertaan TNI dan Polri untuk mempunyai hak memilih dan dipilih 
dalam pemilihan umum.  
Kajian dalam tesis ini disamping secara teoritikal mencoba mendekati  
persoalan-persoalan yang timbul di bidang Hak Asasi Manusia dari persepektif 
yuridis, juga secara praktikal berusaha untuk memberikan kontribusi pemikiran 
yang bersifat prospektif, yang dalam tesis ini diwujudkan  dalam sebuah gagasan 
perlindungan hukum untuk hak memilih dan dipilih bagi TNI dan Polri di 
Indonesia sebagai alternatif pemikiran ke depan. Sebagai sebuah gagasan 
tentunya, konsep pemberian hak untuk berpolitik khususnya hak untuk memilih 
dan dipilih bagi TNI dan Polri di pemilihan umum memerlukan banyak pemikiran 
dan pertimbangan. Akan tetapi, bagi penulis yang penting adalah, bahwa gagasan 
ini mesti harus berkembang dalam proses pemikiran dialektik yang berada di 
ranah keilmuan.  
Penulisan tesis ini dapat terselesaikan, tidak lepas dari bimbingan dan 
pengarahan yang tiada bosan-bosannya dari Dosen Pembimbing, yang terdiri dari 
Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H. M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama 
dan Dr. Jayus, S.H.,M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota. Rasanya 
penulis tidak mampu membalas budi baik yang telah diberikan  dengan tulus 
kepada penulis selama ini. Penulis haturkan ucapan terima kasih, teriring do’a 




Akhiroh” amiin. Semoga kepada beliau berdua selalu diberikan limpahan rahmat, 
taufiq dan hidayah-Nya yang tak terhingga di dunia dan akhirat. 
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